SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PRINGSEWU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGEEW1J,

; a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat {1) Peraturan

Presiden Nomor 97 Tahun 2014  tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Seatu  Fintu
disebutlan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpacdu
Satu Pintu wajib menyusuan standar pelayanan publik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelayanan publik;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Pringsewut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, maka dipandang perlu dilakukan
pengaturan kembali Stendar Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan pada Dinss Penanaman Modal dan
Pelayenan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846,

2.  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di  Provinzl
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomar 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4959];




10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Public (Lembaran Negama  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 28 Tehun 200% tentang Pajalc
Daerah dan Retribusi Daerah [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembearan Negara Repukblik Indonesia Nomor 5049];

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncaia Nomeor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambsahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana teleh diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrast Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaaan Undang-Undang Namar 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887,

Peraturan Pregiden Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
(Lesnbmran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191};

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraati Pelayanan Terpadu Sam Fintu
(Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);



Menetapkan

12.

13.

14,

15.

16,

17.

18,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beriea
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Negara Fendayagunaan Aparalur
Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolagn Pengaduan Pelayanan
Publik Secara Nasional {(Berita Negara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenkletur Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Provinsi dan
Kabupaten fKotn (Beritn MNegara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1906);

Permturen Daerali Kabupaten Pringsewu Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu [Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Bupatt Pringsewu Neomoer 43 Tahun 2015
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2016 Nomor 43);

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 1 Tabum 2017
tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitatl Perizinan
dan Non Perizman Kepada Kepsala Dines Pehanamaon
Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN @ DAN HON PERIZINAN @ PADA  DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADLU SATU

PINTU KABUPATEN PRINGSEWLU.

BABI
KETENTUJAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1.

Daarah adalah Kabupaten Pringssw,




10.

11.

12,

Pemerintahh Daerah adaleh Pemerintah Kabupaten
Pringacw.
Bupat adalah Bupati Pringsewu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang seclanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pringsew.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pringsewn.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis adalah OPD
yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan
penerbitan pericinan dan non perizinan,

Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui
Keputusan Bupati terdir darvi unsur unasur OPD terkait
vang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis
adminisirasi dan pemeriksaan lapangen, pembahesan
teknis dan memberikan rekomendasi/pertimbangan
mengenai sesvatu perizinan dan non perizinan kepada
Bupat melalui kepala DPMPTSP.

Standar Pclayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penvelenggaraan
pelayanan dan acusn penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janj penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkan dan terukur.

Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang
memperbalehkan perbuatan hukum oleh seseorang
atau sekelompok orang dalam ranah hukum
administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang
dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Non Perizinan adalah segala bentuk fasilitas fiskal,
ngentf, kemudahan lainnya dan informasi mengenai
penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

lIzin  adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah
atan peraturan lainnya yang merupakan bukt
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya
gegeoranyg atau badan hulum untuk melakukan usahe
atau kegiatan tertentu.

Non izin adalah suatu jenie pelayanan publik yang
memberikan legalitas kepada seseorang atau badan
hukum diluar perizinan bisa berupa tanda daftar.




13.

14,

I5.

16,

17.

18,

(i)

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah serangksian insiruksi tertulis
yang dibalukan mengensi berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan
oleh siapa dilakukan.

Rekomendasi Teknis, Kajian Teknis atau bentuk lain
yang sejenis adalah rekomendasi, kajian atau bentuk
lain yang dikeluarkan oleh OPD teknis dan tim tekmis
mnelalui Berita Acara Pemeriksaan,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
dizsingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang
menentukan besamya jumlah retribusi yang terhutang,;

Retribusi adalah pungutan daerah sebagal pembavaran
atas jase atau pemberian izin tertentu yang khusus
cigadiaken dan atau diberikan oleh Pemenntah Dasrah
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang
berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang
terdapat dalam Standar Pelayanan.

Pengaduan, saran dan masukan adalah keluhan, saran
dan masukan vang disampaikan Xepada pengelola
pelayanan perizinan dan non perizinan atas pelayanan
yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.

BAB II
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Fasal 2
Komponen standar pelayanan perizinan dan non
perizinan meliputi :
a. dasar hukum;

b. persyaratan;

aistem, mekanisme dan prosedur/Standar
Operasional Prosedur;

jangka waktu penyelesgian;
biaya/tarif;

produk pclayanan;

masa berlaku izin;
prasarans {an sarana,
kompetensi pelaksana,
pengawssan intemal;
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penanganan pengaduan, saran dan masukan;




. jumlah pelaksana;
m. jaminan pelayenan;

n. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
dan

0. evaluasikinerja pelaksana.
(2} Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksurd

pada ayat (1) berlaku untuk setiap bidang dan jenis
perizinan den non perizinan.

(3) Komponen standsr pelayanan setiap bidang dan jenis
perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupaken bagian tidek terpisahkan dari Peraturan

BAB 111
BIDANG DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

Pasal 3
{1} Bidang peclayanan perizinan dan non  perizinan
mehpuh:
bidang penanaman modal;
bidang perdagangan;
bidang koperasi dan UMRKM;
bidang perindustrian;
bidang pekerjaan umum dan perumahan;
bidang pertanahan dan penataan ruang;
bidang budaya dan pariwisata;
bidang pertanian dan petermakan;
bidang perikanan;
bidang kesehatan;
k. bidang pendidikan;
1. bidang perhubungan; dan
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m. bidang tentaga kerja.

(2} Jenis perizinan dan non perizinan bidang penanaman
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
meliputi :

a. izin prinsip penanaman modal;

b, izin prinsip perluasan penanaman modal;

c. izin prinsip perubahan penanaman modal; dan
d

. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman
modal.




3

{4)

(5}

(6)

(7

(8}

Jenis perizinan dan non perizinan bidang perdagangan
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) buruf b meliputi :

a. Surat lzin Usaha Perdagangan {SIUP);
b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c. Tanda Daftar Gudang (TD4);
d

. lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
{IUPPT} /Pasar Raiyat;
. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan [(IUPP}; dan
f. Izin Usaha Toko Modern (IUTM}/Swalayan.

Jenis perizinan den non perizinan bidang kopcrasi dan

UMKM sebagaimena dimaksud pada ayat (1) hurof c

meliputi ;

a. Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

h. Izin pembuatan kantor cabang, cabang pembanta,
dan kantor kas koperasi gimpan piniam,

¢. lzin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
oleh Koperasi;

d. Izin Pembuatan Kantor Cabang, Cabang Pembantu
dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Jemnis perizinan dan non perizinan bidang perindustrian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. Izin Usaha Industri (IU);

b. Tenda Daftar Indusin {TDI); dan

c. Jzin Perluasan Usaha Industri {IPUI}.

Jenis perizinan dan non perizinan bidang pekerjaan

umum dan perumahan scbegaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf ¢ meliputi :

a. Izin Mendirikan Bangunan {IMB]; dan
b. Izin Usaha Jasa Konstruksi {IUJK]).

Jenis perizinan dan non perizinan bidang pertanahan
dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huraf f meliputi :

a. Izin Lokasi,

b. Izin Peletakan Titk Reklame

Jenis perizitan dan non perizinan bidang budaya dan
pariwisata sehagaimana dimaksud pada ayat (1} humf

¢ merupakan tenda daftar usaha pariwisata yang
melipuati :

a. Pendaftaran Ussha Daya Tank Wisata yang
mencakup :




1. pengelolaan museum;

2. pzna?elulaan permukiman dan/atau lingkungan
adat,

3. pengelolaan objek ziarah;
4. wisata agro.

. Pendzftaran 1Isaha Kawasan Pariwisata;

Pendaftarar Usaha Jasa Traneportasi Wisata yang
mencakup ¢

1. angkutan jalan wisata,
2. angkutan wisata di sungal dan danau.

. Pendaftaran Ufsaha .Jasa Perjalanan Wisata yang

mencakup ;
1. biro perjalanan wisata;
2. agen perjalanan wisata.

. Pendaftaran Usaha Jass Maloanan dan Minuman
yang mencakup :

restorari;

rumah makan;

kafe;

jasa boga;

pusat penjualan makanan.
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hotel;

akondominium hotel;

APAaTrtemen servis,

bumi perkemszhan;

perainggahan karavan;

vila;

pondok wisatsa;

jasa manajernen hotel;

hunian wisata senior/lanjuit usia;

10 rimeh wisata.

VR Na RN -

Pendaftaran UUsaha Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rclacasi yang mcencalup :




(9]

m.

1. gelanggang rekreasi olahraga (lapangan golf,
rumah bilyar, gclanggang renang, lapangan
tenis, gelanggang bowling, gelanggang olahraga
lainnyaj;

gelanggang =eni (sanggar seni, galeri seni,
gedung pertunjukan seni);

arena permainan;

rumeh pijat;

taman rekreasi /taman bertema;
karaoke;

jasa impresariat/promotor.

Pendaftaran Usaha  Penyediaan  Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;

b

Noen s

Fendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
Pendaftaran Usaha Jess Konsultasi Pariwisata;
Pendaftaran Usaha Jass Pramuwisata;

Pendaftaran Usaha Wisata Tirta yang mencakup :
1. wisats arum jeram;

2. wisata memancing;

3. wisata olahrags tirta;

Pendaftaran Usaha Spa.

Jenia perizinan dan non perizinan bidang pertanian
dan petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h meliput -

a.

Izin Ussha Tanaman Pangan DIroses Produlksi
{IUTP-P) dan Tanda Daftar Usaha Tansman Pangan
Proses Produksi (TDU-P);

[zin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca
Produksi (UTP-PP} dan Tanda Dafter Usaha
Tanaman Penanganan Pasca Produksi (TDU-PP);

lzin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi dan
Penanganan Pasca Produksi/lzin Usaha Budidaya
Tanaman Pangan (IUTP) dan Tanda Dafiar Usaha
Budidaye Tanarman Pangan (TDU|;

[zin Usaha Budidaya Hortikultura dan Tanda Daftar
Usaha Budidaya Hortikultura;

[7in Usaha Perkebunan Untuk Budidaya [{UP-B}
dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk
Budidaya (3TD-B),

lzin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahen [IUP-F)
dan Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk
Pengolahan (STD-FP);




h.

i

Izin Useha Perkebunan yang terintegrasi antara

budidaya dengan industri pengolahan hasil
perkebunan/ Ixin Usaha Perkebunan (TUF);

Izin Usaha Petermakan dan Tamda Pendaftaran
Peternakan Rakyst; dan

lxin Usaha Perluasan Petemakan.

(10) Jenis perizinan dan non perizinan bidang perikanan
sehagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :

{11}

a.
b.
C.

d.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembenihan:
Surat Izin Usaha Perikanan {(SIUP) Pembesaran;

Surat Izin Usahg Perikanan {SIUP) Pembenihan dan
Pembesaran; dan

Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan
(TFUFI).

Jenis perizinan dan non periginan bidang kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi :

a.i

b.

HERT™ Cp@>a s

s

[zin Mendirikan Rumah Sakit Kelag D dan Rumah
Sakit Kelas C;

Izin Operagional Rumah Sakit Kelas D dan Rumah
Sakit Kelas C;

Izin Mendirikan Klinik Pratama dan Klinik Utama;
Izin Operasiongl Klinik Pratama dan Klinik Utama;
Surat Izin Apotik (SIA);

Surat Izin Penyelenggaraan Opitik;

Izin Lahoraturium Kesehatan:

[zin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;

[zin Pelayananan Radiologi Diagnostik;

Lzin Pelayanan Dialigis;

[zin Toko Ohat;

lzin Salon Kecantikan;

- Surat [zin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Doldter

Spesialis,
Surat Izin Kerja Bidan (SIKB} dan Surat Izin
Prakick Biden (S1PB);

Surat izin Praktek Perawat [SIPP);

p- Surat 1zin Praktek Apoteker (SIPA);

Surat Izin Praktk Tenaga Teknis Kefarmasian
(SIPTTK};

Surat Izin Praktek Ahli Teknik Leboraturium Medik
(SIP-ALTM);

Sural fzin Kerja Raciografer (SIKR};



(12)

(13)
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Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
Surat Izin Praktek Fisioterapts;

. Surat [zin Praktik Penata Anestesi,

Surat Izin Praktek Tenaga Gizi;
Surat Izin Prakiik Ortotis Prostetia (SIPOP);
Surat Izin Prakiek Okupasi Terapis [SIPOT);

aa. Izin Prakick Terapis Wicara,

bb. Izin Praktek Terapis Gigl dan Mulurt,

cc. Surat Izin Kerja Tekmigi Gigl (S1KTCGY;

dd. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);

ee. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPTY;

H.

Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
(SIPTK'T);

gg- Izin Usaha Mikro Obat Tradisional {UMCT}; dan
hh. Surat Izin Tukang Gigi.

Jenis perizinan dan nen perizinan bidang pendidilkkan
sebagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf k meliputi :

a.

b.

Izin Pendirian Pendidikan Dasar nleh Magsyaralat;
1zin Pendirian Setuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD};

Izin Pendirian Satuan Pendidiken Non Formal yang
meliputi :

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

Kelompok Belajar;

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
Majelis Taklim;

Pendidikan Non Formal Sejenis (rumah pintar,

balai belajar bersama, lembaga bimbingan
belajar).

ips e

Jenis perizinan dan non perizinan bidang perhubungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 meliputi :

a.
b.

C.

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam travek;
[zin trayek angkutan orang;

Izin penyelenggaraan angkuten orang tidak dalam
trayek;

Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus
danfatau alat berat; dan

Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas
parkir.



(14) Jenis perizinan dan non perizinan bidang tenaga kerja

(1)

(2]

(3}

{1]

(2)

(3]

(1)

sctragrimana dimaksud pada gyart (1] huruf m meiiputl:

a. Izin Usaha Lembega Penempatan Tenaga Kerja
Swasta (LPTKS);

D. Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja;
¢. Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; dat
d. Perpanjangan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja
Asing,
BAB IV

BIAYA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a den ayat {7)
huruf a, dipungut biaya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan perizinan dan non perizinan  selain
disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak
dipungut biaya.

Biaya pelayanan perizinan dan nen perizinan
ditetapkan cleh Kepala DPMPTSP melalui SKRD sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KCQORDINASI FENERBITAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

Pasal &

Penerbitan perizinan dan non perizinan yang
memetlukan rekomendasi teknis, meaka dilakukan
konrdinasi dengan OFD teknis.

Penerbitan perizinan dan non perizinan sebagsirmana
dimalksud pada ayat {1) tidak hisa di proses scbelum
diterbitkan rekomendasi teknis,

Persyaratan, mekanisme den jangke waktu penerbitan
rekomendasi tcknis, diatur oleh OPD teknis acsuad

dengan ketentuan peraturan perundang-undengan
yang berlaku.

Pasal 6

Penerbitan perizinan dan non perizinan yang
memerlukan pemeriksasn lapangan dan kajian secara
telmis, maka dibentuk Tim Telnis melalui Keputusan
Bupat.




(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1
beranggotakan masing-masing wakil dari OPD teknis
yang memiliki kemampuan dibidangnya masing-
masing.

(3} Tim scbagaimana dimsksud pada ayat {2) memiliki

kewenangan untuk mengambil keputusan dalam
memberikan rekomendasi mengenai diterima atay

ditolaknya permohonan perizinan dan non perizinan.

(4} Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

{5) Jangka wakiu pemberian rekomendasi oleh Tim Teknis
maksimal selama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas
permohonan perizinan dan non perizinan diterima oleh
Tim Teknis.

BAR V]
DUKUNGAN FENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA
SERTA SUMBERDAYA MANUSIA

Paeal 7

Dalam rangka untuk melaksanakan Standar Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan secara maksimal, maka
diperlulan ;

a. dukungan pendanaan;
b. dukungan sarana dan prasarana; dan
¢. dukungan sumberdaya manusia.

Pagal 8

(1) Dukungan pendanaan sebagaimans dimeaksud dalam
Fasal 7 huruf a dialokasikan untuk penyvelengzaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2} Sumber pendanaan schagaimana dimaksud pada ayat
(1) berusal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja,
Daerah Kabupaten Pringscwu atau sumber lain yany
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pasal 9
(1) Dukungan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaiksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
8. ruangen;
b. sarana kerja;
¢. media informasi; dan
d. fasilitas pendukung.




(2)

(3]

Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputd :

a. ruang tunggu dalam yang representatif;
b. ruang tunggu lnar yang representatif;
e. Front Office (FO), terdiri dani :

1. loket penerimaan berkas;

2. loket pemberian informasi;

3. loket penyerahan surat izin; dan

4. loket pengaduan, garan dan masukarn.

back office (ruang proses);

ruang kepala badan;

ruang sekretariat;

ruang penanaman modal;

help desk;

presentation room,

cafe investasi;

gudang/ruang arsip;

musholla;
. terapat parkir;
n. toilet;

e oo oA

Eal -
1

B

Sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi :

a. komputer;
laptop;
printer;
SCAnneET,
telepon;
faxaimile,
pansel pelayanan;
Global Positioning System (GPS);
Wi Fi/ Jaringan Intcrnct;
Closend Circuit Television (CCTV);
Liquid Crystal Dispiay {LCD);
televial;

. lemari arsip;
kursi,
meja;

P F R MO RD T
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{4)

(5

(1}

{2]

tape recorder/sound system;

pengharum ruangan;

Alat Tulis Kanuor;

perlengkapan kartor; dan

ingtrumen perizinan.

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
huruf ¢ meliputi :

a. talk {tanda arah lokesi kantor);

papan nama kantor;

petunjuk/panduan pelayanan perizinan;

website;

papan identitas pelaksana/karyawan;

lay out kantor;

kotak saran;

.quﬂet, brosur, baliho perizinan, buku profil
investasi;

i. talk show.

Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d metiput :

a. nomor atrian digital;

b. pojok anak;

c. mobil pelayanan keliling;

d. mobil dinas;

e. motor dinas.

~aono o

TR ™0 R0

Pa=al 10

Pukungan  sumbendaya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 7 huruf ¢ adalah

apalrs}turjpelaksana pelayanan perizinan dan non
penzinan yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Apgn_aturf pelaksana pelayanan perizinan dan non
perizinan terdiri-dari :

petugas customer service (C3);

Petugas frornt office (FO),

petugas proses/ back office (BO);

petugas tinjau lapang;

petugas pengaduan, saran dan masukan;

petugas mobile service,

petugas ersip.

A

I




(3 Petugas secbagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunvyai kompetensi sebagai berilcut:

a.

petugas custorner service (C3);

1.

2.
3.
4

5 o

jumlah petugas minimal dua orang;
pendidikan minimal sajana atau sederajat;
mempunya kemumpuan verifikasi dengan baikg

mempunyai kemampuan komunikasi dengan
haile;

mengnasai lcomputer;
berpenampilan rapi dan ramsh.

petugas front office (FOJ;

L

5.
6.
7.

jumlah petugas minimal tiga orang;

pendidikan minimal 3LTA atau sederajat;
mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
mempunyal kemampuan komunikasi dengan
hrik;

menguasgai komputer;

mampl mengoperagikan internet;
berpenampilan rapi dan ramah.

petugas proses/ back office (BO);

U S e

jumlah petugae minimal lima orang;

pendidikan minimal diploma atau sederajat;
mempunyal kemampuan verifikasi dengan baik;
menguasai komputer;

mempunyai kemampusn pengelolaan database;
mampu mengoperasikan internet;

bekerja leeras.

pctugas tinjau lapang;

L S

»

jumlah petugas minimal tujuh orang;
pendidikan minimal sarjana atau sederajat;
mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
mempunyal kemampuan komunikasi dengan
beik;

mempunyal kemampunn kepemimpinan yang
beik;

mempunyal kemampuan menganslisa dan
menyelesaikan masalah dengan baik;
mempunyal kemampuan berkoordinasi dengan
beik;

mempunyai kemampuan menggunakan
teknologi informasi kemunikasi;




9.

menguasai komputer;

10. mampu mengoperasikan intemet;
11. bekerja keras.

e. petugas pengaduan;

1

2.

w

jumlah petugas minimal dua orang;

pendidikan minimal Sarjana atau sederajat;
mempunyal kemampuan komunikasi dengan
baik;

menguasai komputer;

mampu mengoperasikan internet;

mampu menganalisa dan merangkum measalah,
mampu berkoordinasi dengan baik.

f. petugas mobile service;

jumlah petugas minimel dua orang,

pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
mempunyai kemampuan komunikasi dengan
bail;

menguasai komputer,

mAmpn mengoperasikan internet.

E- petugas arsip.

S

jumlah petugas minimal dua orang;
pendidikan minimail SLTA atau sederajat;
menguasal komputer,

mampu mengoperasikan internet;

mempunyai kemampuan pengelolaan database,

BAB VII

MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 11

{1} Pelaksanaan standar pelayanan perizinan dan non
perizinan oleh DPMPTSP mengacu pada meklumat
pelayenan,

(2} Maklumet pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berigikan :

a. pernyatean janii dan  kesanggupan untuk
melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar
Pelayanan;

b. pernyataan memberikan pelayanan sesual dengan
kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara
terus-menerus; dan



(3l

(1}

(2)

(1}

(2)

(3]

c. pernyataan kesedinan untuk menerima sanksi
danfalaw  memberikan kompensasi || apabila
pelayanan yang diberilkcan tidsk sesuai standar.

Maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan pada
DEMPTSP, tercanturn dalam Lampiran II  vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VIII
KETERBUKAARN INFORMASI

Pasal 12

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan dilakesanakan dengan memanfaatkan dan
memaksimalkan teknologi informasi dan/atau media
lain yang mudah dizkses oleh masyarakat dan dunia
usaha.

Pemanfaatan teknologi mformasi dan fatan media lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan
jenis pelayanan, persyaratan, mekanisme, biava
pclayana.n, waktu yang dibutuhkan untuk proses

perizinan dan non perizinan, tats cara pengaduan, dan
informasi lainnya.

BAB IX
PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pasal 13

MPengaduan, saran dan masukan terkait pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan merupakan salah satn
bentuk  partisipasi masyarakat dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik.

Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disampeaiken kepada
Bupati atau Kepala DPMFTSF.

Pengaduan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan
Standar Pelayanan Prizinan dan Non Perizinan
mengacu pada prinsip :

a- terkait langsung dengan pengpuina pelayanan
perizinan dan non perizinan;

b. memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan
perizinan dan non perizinan yang diberikan;

Cc. mengedepankan musyawarah, mufakat dan
keberagaman masvarakat.




(1)

(2}

(1)

(2)

(3

{4

(3)

(1)

Pasal 14

Dalam rangka penanganan pengaduan, sarsn dan
masukan maka DPMPTSP menyvediakan sarana vang
dapat digunakan oleh pemohon dan/atau masyarakat.

Sarana pengaduan sebagnimana dimaksud pada ayat
(1) berupa :

a. kotak saran:

b. penyempaian sccara lisan melalui loket pengaduan
atau ruang pelayanan.

c. telmolog informasi.
Pasal 15

Kepala DPMPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan,
saran dan masukan yang telah disampaikan pemohon
atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal substansi pengaduan, saran dan ropsukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar
kewenangan DPMPTSP maka diteruskan kepada pihak
yvang berkompeten dan diinformasikan kepada pihak
pengadu, pemberi saran dan pemberi masukan.

Dalam menindaklajuti pengaduan, saran dan
masukan, Kepala DPMPTSP dapat berkoordinasi
dengan Tim Pembina dan FPengawas Terpadu atau OFPD
teknis.

Hasgil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada pihak yang menyampaikan
pengaduan, saran dan masukan serta masyarakat.

Dalam hal pengaduan, saran dan masukan tidak
menyebut identitas atau anonim dan tidak ada nomor
kontak yang dapat dihubungi, maka pengaduan, saran
dan masukan tersebut dapat diabaikan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN
Pasal 16
Pembinaan dan pengawasan terhadap izin dan non izin

yang sudah diterbitken menjadi tanggung jawab
DPMPTSP.




(2] Untuk melaksanakan pembinasn dan  pengawasan
sebagaimana dimaksud pads ayat (1} dibentuk Tim
Pembina dan Pengawas terpadu dengan Keputusan
Bupati.

(3} Hasil pembinaan dan pengawasan dari Tim Pembina
dan Pengawas Terpadu dituangkan dalam Berita Acara.

(4 Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Tim
Pembina dan Pengawas terpedu disampaikan kepada
Bupati melalai Kepala DPMPTSP.

{3) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Tim
Pembina dan Pengawas Terpadu dapat dijadikan dasar
dalam pencabutan izin dan non izin yang telah
dikeluarkan

BAB XI
EVALUASI DAN PENINJAUAN ULANG PENERATAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 17

(1) Dalam rangka optimaligasi pelayanan perizinan dan
non perizinen maka dilakukan evahiasi peherapan
Standar Pelayanan Pernizinan dan Non Perizinan secara
berkala sedap 1 (satu) tahun.

i2] Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupat.

(3} Hagil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali dan
menyempurnakan Standar Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan.

Pasal 18

{1) Stendar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinsn yvang
telah dilaksanakan wajib dilakukan pcninjauen ulang
setiap 3 fhiga) tahun.

{2) Pelaksanaan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan oleh Tim Peninjauan Ulang
vang ditetapkan dengan Kepuiusan Bupat.

(3) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dijadiken dasar untuk melakukan
perubahan Satndar Pelayanan Perigzinan dan Non




BAB XI1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada =maat ditetapkennya Peratiran Bupati ini maka
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Operasional Prosedur Felayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pringsewu { Berita
Daerah Tahun 2015 Nomor 44) dicabut dan dinyalakan
tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pade tanggal
diundangkan.

Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Dupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewni.
Ditetepkan di Pringsewn
pada tanggal 2 Azusiug 2017
BUPATI PRINGSEWTU,
dto
SUJAD]
DHundangkan di Pringsewnu
pada tanggal 2 amgzins 2017

SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN PRINGSEW},

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




I/""_‘\.

4. Kasi Sistem Pelayanan melakukan verifikesi
ulang, jika berkas lengkap diparaf dan
menyerghkan kepada Kahid Pelayanan Perizinan.

5. Kabid Pelayenan Perizinan melakukat verifikasi
ulang, jika lengkap berkas diparaf dan

6. Kasi Penerbitan kemudian menyerahkan kepada
Back Office untuk mencetak surat izin,

7. Back Office melakukan pemrosesan 1zin.

8. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Keasi
Penerbitan, Kabid Pelayanan Perizinan dan
Sekretaris DPMPTSP.

9. Kepala DPMPTS® menandatengani surat zin.

10. Penyerahan izin kepada pemohen.

11, Pengarsipan.

4 | Jangka waktg 7 (rujuh) hari kerja, apabila persyaratan lengkap dan
penyelesaian benar.

5 | Biayaftarif o Tidak dipungut hiava.

6 | Produk pelayanan Dokumen Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga

Kerja Asing,

7 | Mass berlaku izin Enam bulan dan tidek dapat diperpanjang kembali.

B | Sarang, prasarana Sesual standar pelayanan perizinan dan noa
dan/atan fasilitas perizinen.

9 | Kompetensi pelaksana | Sesuai standar pelayanan perizinan dan non

perizinan,

i0 | Pengawasan internal | Dilakukan secara berjenjang dan terus InEnerus.

11 | Penanganai Sesuai standar pelayanan perizinan dan non
pengaduan, saran dan | perizinan
masukan

12 | Jumlah pelaksana 7 {tujuh) orang.

13 | Jaminan pclayanan Scauni maklumet pelayanan periginan dan non

14 | Jaminan keamanan Penyeknggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan di
dan kesclamatan meng/ gedung yang memilild tingkat keamanan dan
pelavanan kenyaman vang bailk

15 | Evaluasi kinctja 1. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik
pelaksana dilakukan sedikitoys 6 bulan sekakh;

2. Haail eveluasi digunakan untuk mengukur
keherhasilan dan mengetahui hambatan vang
ditermukan dalam pelaksansan pelayanan serta
merumuskan langkah perbalkain.

BUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJADI




LAMFPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMGR -

TANGGAL O Lmugiae 2047

MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PEKANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATER FRINGSEWL.

CERGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP :

1. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAFKAN;

2  MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN
AKAN MELAKUKAN PERDAIKAN SECARA TERUS-MENERUS;

3. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAM] SIAF MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

BUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJADI
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